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MEMBANGUN SISTEM KOMUNIKASI 

DEWAN PENGUPAHAN 

(NASIONAL, PROVINSI DAN KAB/KOTA)

OLEH:

R. IRIANTO SIMBOLON, SE. MM
(DIRJEN PHI DAN JAMSOS)

Disampaikan pada  acara:

Forum Konsolidasi Dewan Pengupahan Tingkat Nasional

Hotel Grand Sahid

Jakarta, 7 September  2014

DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Tidak 

Menetapkan:
1. Jawa Barat

2. Jawa Timur

3. Jawa Tengah

4. DI Yogjakarta

Menetapkan 

setelah 

1 November 2013
1. Lampung

2. Bali

3. Maluku Utara

4. Sulawesi Barat

Hanya
menetapkanUMK

PELAKSANAAN INPRES: 9 TAHUN 2013 (27/09/13) TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM DALAM RANGKA

KEBERLANGSUNGAN USAHA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

Menetapkanserentak
tepat waktu 1 Nov 2013
1. NAD
2. Sumut
3. Riau
4. Kepri
5. Sumsel
6. DKI Jakarta
7. Sulsel
8. Sulteng
9. Papua Barat 

1. Sumbar
2. Jambi
3. Babel
4. Bengkulu
5. Banten
6. NTB
7. NTT
8. Kalbar
9. Kalsel
10. Kalteng
11. Kaltim
12. Gorontalo
13. Sulut
14. Sultra
15. Maluku
16. Papua

Menetapkan
sebelum1 

November 2013
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UMP INDUSTRI PADAT KARYA

INPRES NO 9 TAHUN 2013
Dan

PERMENAKERTRANS NO. 7 TAHUN 2013

άY9.LW!Y!b t9b9¢!t!b ¦t!I aLbLa¦a 5![!a 
RANGKA KEBERLANGSUNGAN USAHA DAN 
t9bLbDY!¢!b Y9{9W!I¢9w!!b t9Y9wW!έ

1. UMP 

(Rp. 1.150.000,-)

2. Industri Padat  

Karya

(Rp. 1125.000,-)

UMP TERTINGGI & TERENDAH

DKI Jakarta 

Rp. 2.441.000

%  KENAIKAN UMP 

Bali  30,62%

NTT 

Rp. 1.150.000

% KENAIKAN UMP

Kaltim  7,66%



3

PENCAPAIAN UMP/KHL

Sulawesi Utara

129,56%

KHL
Rp1.466.472

UMP
Rp1.900.000

Maluku

65,56%

KHL
Rp2.158.469

UMP
Rp1.415.000

PencapaianUMP 
terhadapKHL rata-

rata nasional95,96%
KenaikanUMP rata-
rata nasional17,44%

NO PROPINSI UMP
(Rp)

KHL
(Rp)

UMP/KHL
(Rp)

1. NAD 1.750.000 1.726.515 101.36

2. SUMUT 1.505.850 1.265.000 119.04

3. SUMBAR 1.490.000 1.465.690 101.66

4. RIAU 1.700.000 1.654.224 102,77

5. KEPRI 1.665.000 1.665.000 100.00

1. 16 (ENAM BELAS) PROPINSI MENETAPKAN UMP > 100 % KHL, 

SEBAGAI BERIKUT:

6

PENCAPAIAN UMP TERHADAP KHL



4

NO PROPINSI UMP
(RP.)

KHL
(RP.)

UMP/KHL
(%)

6. JAMBI 1.502.230 1.502.230 100,00

7. BENGKULU 1.350.000 1.350.000 107,14

8. LAMPUNG 1.399.037 1.399.037 100,00

9. BANTEN 1.325.000 1.325.000 100,00

10. BALI 1.524.600 1.396.234 110.48

11. DKI JAKARTA 2.441.000 2.299.860 106,14

12. KALSEL 1.620.000 1.555.000 104.18

13. KALTIM 1.886.315 1.886.315 100.00

14. SULUT 1.900.000 1.466.472 129.56

15. SULSEL 1.800.000 1.760.000 102.27

16. PAPUA 2.040.000 1.907.000 106.97

LANJUTAN

KETERANGAN:

TAHUN2013 TERDAPAT11 PROPINSIYANGUM > 100% KHL. DENGANDEMIKIANTAHUN2014

BERTAMBAH5PROPINSIUM>KHL.
7

NO PROPINSI UMP
(RP.)

KHL
(RP.)

UMP/KHL
(%)

1. SUMSEL 1.825.600 1.828.698 99.83

2. BABEL 1.640.000 1.802.823 90.97

3. SULTRA 1.400.000 1.472.581 95,07

4. SULTENG 1.250.000 1.292.817 96,69

LANJUTAN

2. 4 (EMPAT) PROPINSI MENETAPKAN UMP 90 S.D 99 % KHL, SEBAGAI BERIKUT:

8



5

NO PROPINSI UMP
(RP.)

KHL
(RP.)

UMP/KHL
(%)

1. NTB 1.210.000 1.410.294 85,80

2. KALBAR 1.380.000 1.701.665 81.10

3. KALTENG 1.723.970 2.087.000 82.61

4. GORONTALO 1.325.000 1.639.272 80,83

5. MALUKU UTARA 1.440.746 1.800.000 80.04

6. PAPUA BARAT 1.870.000 2.122.472 88,10

LANJUTAN

3. 6  (ENAM PROPINSI MENETAPKAN UMP 80 S.D 89 % KHL, SEBAGAI BERIKUT:

9

NO PROPINSI UMP
(RP.)

KHL
(RP.)

UMP/KHL
(%)

1. NTT 1.150.000 1.600.000 71.88

2. SULBAR 1.400.000 1.919.487 72.94

3. MALUKU 1.415.000 2.158.469 65.56

LANJUTAN

4. 3  (TIGA) PROPINSI MENETAPKAN UMP < 80 % KHL, SEBAGAI BERIKUT:

10
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.

TUGAS DEWAN PENGUPAHAN

( Provinsi, Kab / Kota )

Memberikansaran 
danpertimbangan

dalamrangka
penetapanUpah
Minimum dan

penerapansistem
pengupahan

Penyiapanbahan
perumusan 

pengembangan
sistempengupahan

nasional

Dewan Pengupahan Prov/Kab/Kota belum sepenuhnya memahami tata 

cara survei dan penetapan nilai KHL sesuai peraturan perundangan 

yang berlaku, sehingga mekanisme penetapan upah minimum belum 

sesuai ketentuan.

12

PERMASALAHAN DEWAN PENGUPAHAN

Belum optimalnya koordinasi dan sinergisitas antara Dewan 

Pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1

2

Masih terbatasnya penyampaian rekomendasi terkait pengembangan 

sistem pengupahan nasional.

Kurangnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas Dewan 

Pengupahan.

4

3
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DPN, Depeprov, 

Depekab/Kota 

membuat telaahan

mengenai dampak

Upah Minimum 

terhadap

perkembangan

lapangan kerja

OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS 

DEWAN PENGUPAHAN

Melaksanakan

kajian sesuai

dengan

karakteristik daerah

masing-masing

Membangun Sistem 

Komunikasi/Jejaring 

Dewan Pengupahan

Alokasi anggaran

Dewan Pengupahan

Daerah pada APBD 

perlu ditingkatkan

STRATEGI

Peningkatan kapasitas anggota Dewan 

Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota  

melalui  antara lain : 
Á Pelatihan,workshop atau bimbingan teknis

yang terintegrasi

Á Pendampingan oleh Dewan Pengupahan 

Nasional   

14

MEMBANGUN SISTEM KOMUNIKASI/JEJARING 

DEWAN PENGUPAHAN

Penguatan konsultasi dan koordinasi 

untuk mensinergikan Dewan 

pengupahan.
Á Forum Konsolidasi Dewan Pengupahan 

tingkat regional

Á Forum Konsolidasi Dewan Pengupahan 

tingkat Nasional

Á Penguatan Koordinasi dan komunikasi 

antara Dewan Pengupahan Nasional, 

Provinsi dan Kabupaten/Kota
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15

LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN DEWAN PENGUPAHAN

KajianPenerapan
Kebijakan

UpahMinimum

KajianPenerapanSistem
Pengupahandi 

Wilayahnya

KajianKemampuan
MembayarUpahbagi
Usaha Mikro, Kecil & 

Menengah

StudiBanding 
Pengupahan

TANTANGAN MENUJU 

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015
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MEA 2015

UPAYA :

1. Memperkuat kebijakan dan langkah-langkah yang pro job dan pro bisnis

2. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi TK

3. Meningkatkan daya saing usaha

4. Membangun sinergi dan koordinasi pemangku kepentingan dan kelembagaan 

Infrastruktur

Daya saing Usaha

Kualitas SDM dan 

Ketenagakerjaan

Sinergi Kebijakan 

Nasional dan Daerah

Birokrasi

TANTANGAN

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Terima Kasih


